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ABSTRAK 

Pengangkatan anak adalah tindakan hukum untuk mengalihkan hak asuh 

anak dari orang tua, wali sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas 

kewenangan pengasuhan, pendidikan dan pengasuhan anak ke dalam pengasuhan 

orang tua angkat. Adopsi Anak pada umumnya banyak dilakukan oleh pasangan 

suami istri yang tidak dapat memiliki keturunan. Selain faktor reproduksi, masih 

banyak hal lain yang menjadi motivasi dalam mengadopsi anak, salah satunya 

adalah belas kasihan. Tetapi terdapat fenomena anak angkat yang berbeda agama 

dengan calon orang tua angkatnya sebagaimana yang terjadi di Kotabumi Ilir. Hal 

ini tentu tidak sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku 

di Indonesia.  Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah 

yang perlu dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses 

pengangkatan anak di Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung 

Utara? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang terhadap 

pengangkatan anak non muslim di Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten 

Lampung Utara?. Adanya penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui 

bagaimana proses pengangkatan anak di Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi 

Kabupaten Lampung Utara. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam 

dan Undang-Undang terhadap pengangkatan anak di Kotabumi Ilir Kecamatan 

Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan termasuk 

dalam jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis. 

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sumber data primer 

diperoleh melalui wawancara dengan pasangan suami istri yang melakukan 

pengangkatan anak non muslim di Kotabumi Ilir. Dan sumber data sekunder 

diperoleh melalui buku-buku artikel-artikel, karya ilmiah yang berkaitan dengan 

pengangkatan anak non muslim dan monografi desa. Metode pengumpulan data 

yang diperoleh yaitu melalui interview, observasi dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak di 

Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara bahwa prosesnya 

tidak melalui pengadilan tetapi mereka masih menggunakan cara dibawah tangan 

hal tersebut dikarenakan masih kurangnya pengetahuan mengenai hukum 

terutama dalam hal pengangkatan anak. Tinjauan hukum Islam dalam hal ini 

sudah sesuai dengan hukum Islam dimana anak angkat yang beragama non 

muslim di Islamkan terlebih dahulu sehingga tidak terjadi berbaur nya agama 

dalam satu keluarga. Pengangkatan anak oleh calon orang tua yang berbeda 

keyakinan dapat dilaksanakan apabila telah memiliki surat pernyataan dari orang 

tua kandung calon anak angkat yang menyatakan mengizinkan sang anak 

mengikuti keyakinan orang tua angkatnya. 

 

Kata Kunci: Anak Angkat, Hukum Islam, Non Muslim 
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MOTTO 

                                    

                              

        

 

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak 

mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui 

bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu 

seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa  

yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang  

disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun  

lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Ahzab [33]: 4) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

     Untuk memahami judul skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu 

mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini 

adapun judul skripsi ini adalah ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak 

Angkat Berstatus Non Muslim (Studi Kasus Kecamatan Kotabumi Kabupaten 

Lampung Utara).‖ Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul 

tersebut sebagai berikut: 

1. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Hukum Islam 

diturunkan oleh Allah untuk memberikan kemaslahatan pada hamba-

hamba-Nya baik di dunia maupun akhirat. 
1
 

2. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-

hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari 

orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. 

2
 

3. Berstatus non muslim adalah orang yang tidak beragama Islam. 

Maksudnya, orang yang tidak dan atau belum beragama Islam itu artinya 

adalah orang yang belum lagi bisa menerima kebenaran dari ajaran agama 

Islam. 

                                                             
1 Ichsan Muhammad, Penghantar Hukum Islam (yogyakarta: Labotorium Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), 2. 
2 Kamil Ahmad, dan Fauzan,M, Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia 

(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 96. 



2 

 

 

 

4. Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Kotabumi 

adalah ibu kota Kabupaten Lampung Utara yang sekaligus menjadi pusat 

pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Lampung Utara. 

Kotabumi juga merupakan sebuah wilayah kecamatan yang terletak di 

Kabupaten Lampung Utara, provinsi Lampung, Indonesia. 

Jadi yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam terhadap anak angkat 

berstatus non muslim studi di Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten 

Lampung Utara ialah mencari dan menjabarkan secara spesifik bagaimana 

hukum dalam Islam dan di perundang-undangan jika suami dan istri 

mengangkat anak yang beragama non muslim dengan mengambil kasus di 

Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.  

B. Latar Belakang Masalah 

     Manusia secara kodrati diciptakan oleh Allah Swt. Berpasang-pasangan, 

untuk saling mencintai agar memperoleh ketenteraman, dan untuk saling 

memupuk kasih sayang agar dapat merajut kekerabatan. 
3
 Menurut syara‘ 

pernikahan adalah sebuah ikatan seorang wanita dengan seorang laki-laki 

dengan ucapan-ucapan tertentu (ijab dan qobul) yang memenuhi syarat dan 

rukunnya. Sedangkan menurut Menurut Sayuti Thalib pengertian pernikahan 

ialah ―perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan 

seorang wanita. 
4
 Dengan tujuan memenuhi harapan agar memperoleh 

keturunan yang sehat jasmani dan rohani. Dalam tujuan perkawinan yang 

                                                             
3 Ratna Suraiya and Nashrun Juhari, ―Memilih Calon Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan 

Islam (Tinjauan Psikologi Keluarga Islam),‖ Al- ’Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum 4 (2019): 106. 
4 Andi Alam and M Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam (Jakarta: Kencana, 2008), 

20. 
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dijabarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan terdapat unsur keluarga dimana keluarga yang dikatakan ideal 

atau sempurna terdiri dari ayah, ibu serta anak. Namun secara realitas, banyak 

dari pasangan suami istri yang ternyata belum berhasil mendapatkan 

keturunan meskipun hanya dengan seorang anak. Hal inilah yang 

menyebabkan berbagai usaha akan dilakukan oleh setiap pasangan suami istri 

untuk memperoleh keturunan baik melalui teknologi yang paling mutakhir 

seperti bayi tabung maupun dengan melakukan pengangkatan anak atau 

dikenal dengan adopsi. 
5
 

     Pengertian anak angkat secara etimologis dalam Islam disebut juga 

tabanni yang menurut Mahmud Yunus diartikan dengan ―mengambil anak 

angkat‖. Sedangkan dalam kamus munjid diartikan dengan ittikhodzu ibnan 

yaitu menjadikannya sebagai anak angkat. Dalam Islam anak yang diangkat 

untuk dipelihara, dibiayai pendidikan nya, dan dipenuhi segala kebutuhannya 

oleh orang tua angkat. Disitulah terjadi peralihan tanggung jawab dari orang 

tua kandung kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. 

Sedangkan konsepsi pengangkatan anak dalam hukum Islam yaitu mengambil 

anak orang lain untuk diasuh dan di didik dengan penuh perhatian dan kasih 

sayang, tanpa diberi status anak kandung kepadanya, hanya ia diperlakukan 

oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.  

     Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan guna peralihan seorang 

anak dari lingkungan kekuasaan orang tua/wali sah ke lingkungan dari orang 

                                                             
5 Husnul Aulia, ―Adopsi Menurut Hukum Islam Dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak (Studi Perbandingan Anatar Hukum Islam Dengan Hukum Positif)‖ (2007), 12. 
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tua angkatnya, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Pengaturan mengenai 

pengangkatan anak juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak, yakni semata-mata hanya untuk kebaikan 

atau kepentingan yang terbaik dari anak tersebut. Oleh karena itu, negara 

menjamin adanya hal tersebut, sebagaimana diatur melalui Pasal 28B ayat (2) 

Undang-Undang 1945. 

      Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tentang Pelaksanaan Pengankatan 

Anak syarat-syarat pengangkatan anak dibagi ke dalam 2 (dua) bagian yaitu 

syarat calon anak yang akan diangkat dan bagi calon orang tua yang hendak 

melakukan pengangkatan anak. Syarat bagi calon anak yang akan diangkat 

diatur di dalam pasal 12 dalam ayat (1) dan (2) dengan persyaratan di ayat (1) 

sebagai berikut: berusia belum 18 (delapan belas) tahun, merupakan anak 

terlantar atau ditelantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau lembaga 

pengasuhan anak dan memerlukan perlindungan khusus. Dalam ayat (2) 

berisi tentang penjelasan persyaratan mengenai usia dari calon anak angkat. 
6
 

           Selanjutnya pada pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 

dan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 secara 

eksplisit jelas mengatur bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan 

agama yang dianut oleh calon anak angkat.  Berkaitan dengan wajibnya 

agama calon orang tua angkat sama dengan calon anak angkat nya, hal ini 

                                                             
6 Fransiska Agatha, Maryl, ―Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Yang Berbeda Keyakinan Dengan 

Calon Anak Angkatnya,‖ Preferensi Hukum 1, no. 2 (2020): 16–20, https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2 

391.16-20. 
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merupakan salah satu syarat yang wajib di penuhi calon orang tua angkat. 

dalam sebuah tulisan berjudul Lembaga Pengangkatan Anak dalam 

Kewenangan Pengadilan Agama yang di akses melalui laman resmi Badan 

Peradilan Agama Kementrian Agama RI (Badilag RI) disebutkan bahwa 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui musyawarah kerja nasional yang 

diselenggarakan pada bulan Maret 1984 yang dimana salah satu fatwa nya 

berbunyi ―adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab 

dan agamanya‖. Oleh sebab itu dari fatwa MUI itu dapat diketahui bahwa 

tujuan prinsip samanya agama yang dianut oleh calon anak angkat dengan 

calon orang tua angkatnya adalah semata-mata untuk kebaikan anak itu 

sendiri dan merupakan wujud tanggung jawab sosial agar anak tersebut 

dipelihara, diasuh, dan didik seperti anak sendiri serta menghindari 

pemaksaan agama. 
7
 

     Imam Al-Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa, Rasulullah S.A.W.          

pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, dan 

memanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad S.A.W. juga 

menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Oleh karena Nabi SAW. 

telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun kemudian 

memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Setelah Nabi Muhammad 

S.A.W. diangkat menjadi Rasul, turunlah surah al-Ahzab ayat 4: 

                                                             
7 Faradz Haedah, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam,‖ Fakultas Hukum Universitas 

Jenderal Soedirman 9 (2009): 154. 
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 “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia 

tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia 

tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).Yang 

demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja.Allah mengatakan yang 

sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”. (Q.S. al-Ahzab: [33]: 

4).  

      Nabi Muhammad saw melakukan pengangkatan anak bukan bermaksud 

untuk memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung tetapi karena 

didasarkan pada rasa belas kasihan. Ajaran ini menjadi dasar kuat bagi 

keberadaan anak angkat sepanjang tidak mengaburkan pertalian 

keturunannya. Pengangkatan anak atas dasar belas kasihan merupakan bagian 

dari berbuat baik sesuai ajuran Al-Qur‘an surah al-Maidah ayat 2 yaitu: 

……                          

      “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-

Nya.” (Q.S. al-Maidah [5]: 2). 

           Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah 

mengangkat anak dengan memberikan status yang sama dengan anak 

kandungnya sendiri dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua 

kandungnya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah 

angkatnya. 

           Namun di dalam penggkatan anak tidak selamanya anak yang diadopsi 

memiliki agama yang sama dengan orang tua angkat dan juga tidak selamanya 
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menganggkat anak dari kecil saja, banyak juga dari masyakarakat yang 

menangkat anak ketika anak tersebut sudah beranjak dewasa dan sudah 

memilih agamanya sendiri dan berbeda agamanya dengan orang tua angkatya. 

Di masyarakat Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung 

Utara perbuatan mengangkat anak tidaklah asing bagi masyarakat tersebut, 

tidak sedikit masyarakat telah mengangkat anak baik dari kalangan keluarga 

sendiri maupun dari orang lain. Akan tetapi ada salah satu dalam masyarakat 

Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara perbuatan 

mengangkat anak merupakan mengangkat anak orang lain menjadi anak 

kandung orang tua angkat dengan hak-hak dan kewajiban sebagaimana hak-

hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak kandung, serta mengangkat anak 

yang berbeda keyakinan dengan orang tua angkatnya yang dimana praktek-

prakteknya diduga tidak sesuai dengan syariat Islam.   

           Dengan demikian dalam skripsi ini saya menggunakan hukum Islam dan 

meperoleh kasus nya di Desa Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten 

Lampung Utara tentang anak angkat yang berbeda keyakinan dengan orang 

tua angkatnya. Di dalam penelitian ini akan dijabarkan bagaimana seharusnya 

mengangkat anak dalam hukum Islam dan bagaimana analisis hukum Islam 

tentang mengangangkat anak non muslim di Kecamatan Kotabumi Kabupaten 

Lampung Utara. 

C.   Fokus Dan Sub Fokus Penelitian 

    Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifik yang akan diteliti. Pada 

penelitian ini memfokuskan pada penganggkatan anak yang berbeda 
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keyakinan dengan orang tua angkatnya. Sedangkan sub fokus penelitian ini 

berupa: 

1. Proses pengangkatan anak di Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi 

Kabupaten Lampung Utara. 

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pengangkatan anak di Kotabumi Ilir 

Kabupaten Lampung Utara.  

D.   Rumusan Masalah 

      Adapun rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah:  

1. Bagaimana proses pengangkatan anak non muslim di Kotabumi Ilir 

Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang mengangangkat anak non 

muslim di Kotabumi ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung  

Utara?  

E.   Tujuan Penelitian 

       Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tentang proses pengangkatan anak non muslim di 

Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. 

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang mengangangkat anak non 

muslim di Desa Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung 

Utara. 
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F.   Manfaat Penelitian  

     Penelitian dengan judul ―Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat           

Berstatus Non Muslim‖ diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Praktis  

          Yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat 

ujian akhir semester dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah. 

2. Manfaat Teoritis  

          Yaitu untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada para pembaca agar dapat 

mengetahui hukum anak angkat non muslim dalam pandangan hukum 

Islam. Serta dapat menambah khazanah pustaka bagi mahasiswa fakultas 

Syariah pada khususnya dan referensi perpustakaan UIN Raden Intan 

Lampung. 

G.   Kajian Terdahulu Yang Relevan 

     Kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah ulasan penelitian 

terhadap bahan pustaka dan hasil- hasil penelitian yang sudah dilakukan 

orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan 

dilakukan. Kajian penelitian terdahulu yang relevan dapat dilakukan dengan 

mencari, membaca, dan mendengarkan laporan-laporan penelitian dan 

bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang 

akan dilakukan. Berikut peneliti uraikan beberapa tinjauan: 

1. Aisyah Binti Ja‘afar yang berjudul ―Status Anak Angkat Non Muslim 

Menurut Undang-Undang Keluarga Malaysia Dan Hukum Islam‖ 
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Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin 

Jambi Tahun 2019. 
8
 Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana 

seharus nya pengangkatan anak dibenarkan dalam Islam, bahkan bagi 

kasus yang melibatkan anak-anak yatim praktek ini amat di sarankan. 

Pengangkatan anak ini mempunyai kebaikan-kebaikan karena ia memberi 

ruang berlakunya perlindungan terhadap golongan yang memerlukan 

dalam masyarakat. Anak angkat tidak menjadi ―anak sebenarnya‖ kepada 

ibu bapak angkat dari hukum syara‘, oleh karena itu interaksi antara 

keluarga angkat dengan anak angkat serta aspek-aspek lain seperti nasab 

(contohnya sandaran nama anak angkat kepada bapak kandung), batasan 

pergaulan dan perwarisan harta contohnya antara perkara-perkara yang 

timbul dari wujudnya hubungan pengangkatan ini yang perlu diambil 

perhatian. Dalam skripsi ini menggunakan pandangan ulama-ulama fiqh 

berkenaan dengan pengangkatan dalam Islam serta implikasinya dari segi 

agama dan juga peruntukan undang-undang berkenaan dengan perkara-

perkara tersebut di Malaysia. Terdapat kesaman dari skripsi di atas yakni 

pembahasan tentang anak angkat dalam hukum Islam. Tetapi terdapat 

perbedaan yaitu pada skripsi saya memfokuskan kepada anak angkat 

yang berstatus non muslim bagaimana hukum Islam memandangnya dan 

juga dari undang- undang Indonesia. 

2. Mitra Suprayudi yang berjudul ―Analisis Hukum Terhadap Tabanni 

(Pengangkatan Anak) Menurut Fikih Islam Dan Undang-Undang Nomor 

                                                             
8 Satria Yudhistira, ―Status Anak Angkat Non Muslim Menurut Undang- Undang Keluarga 

Malaysia Dan Hukum Islam‖ (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 4. 
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23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak‖. 
9
 Penelitian ini 

menjelaskan tentang tabanni berdasarkan hukum fikih Islam dan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta 

akibat hukum yang ditimbulkan dari keduanya. Terdapat kesamaan pada 

skripsi di atas yakni membahas tentang tabanni dalam hukum Islam 

tetapi terdapat perbedaan yakni pada jurnal milik Mitra Suprayudi 

membandingkan antara hukum fikih Islam dengan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang perindungan anak sedangkan pada 

penelitian saya membahas tentang tinjauan hukum Islam dan perundang-

undangan perihal pengangkatan anak non muslim.  

3. Fransiska Maryl Agatha yang berjudul ―Pengangkatan anak oleh orang 

tua yang berbeda keyakinan dengan calon anak angkat nya‖ Fakultas 

Ilmu Hukum Universitas Warmadewa Tahun 2020. 10 Penelitian ini 

menjelaskan tentang persyaratan pengangkatan anak berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan akibat hukum 

pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang berbeda keyakinan 

dengan calon anak angkatnya. Terdapat kesamaan pada jurnal di atas 

yakni membahas tentang anak angkat yang berbeda keyakinan dengan 

orang tua angkatnya tetapi terdapat perbedaan yakni peraturan 

pemerintah yang digunakan. 

 

                                                             
9 Mitra Supriyadi, ―Analisis Hukum Terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut Fikih Islam 

Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,‖ 2, no. 3 (2018) : 5. 
10 Fransiska Maryl Agatha, I Ketut Widia, and I Ketut Sukadana, ―Pengangkatan Anak Oleh Orang 

Tua Yang Berbeda Keyakinan Dengan Calon Anak Angkatnya,‖ Jurnal Preferensi Hukum 1, no. 2 

(2020): 19, https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2391.16-20. 



12 

 

 

 

H.  Metode Penelitian 

     Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara 

spesifik untuk menyelesaikan masalah yang dijadikan dalam sebuah riset. 
11

 

atau cara sistematis untuk menyusunilmu pengetahuan. Sehingga metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode deskriftif analisis. Hal ini dimaksudkan agar 

penulisan karya ilmiah sesuai dengan syarat ilmiah yang sudah ditentukan. 

Adapun syarat-syarat tersebut terdapat di dalam metode sebagai berikut: 

1.  Jenis Penelitian dan Sifat 

a. Jenis Penelitian 

          Ditelisik dari jenisnya penelitian ini termasuk ke dalam penelitian 

lapangan (Field research) yakni suatu penelitian yang menggunakan 

informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya 

disebut responden dan informasi melalui instrumen pengumpulan data 

seperti wawancara. 
12

 

b. Sifat Penelitian 

          Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian 

deskriptif analisis yaitu penelitian yang memberikan data seakurat 

mungkin tentang pendapat, keadaan atau gejala–gejala. Data yang 

                                                             
11 Beni Ahmad, Metode Penelitian (Jakarta: Pustaka setia, 2008), 90. 
12 Kautum Ranny, Metode Penelitian Untuk Penilisan Skripsi Dan Tesis (Bandung: Taruna Grafika, 

2000), 38. 
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diperoleh seperti hasil wawancara, melakukan analisis data dengan 

memperkaya informasi. 
13

 

2.  Sumber Data Penelitian  

     Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan skripsi 

ini, maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui dua cara yaitu 

sumber bahan hukum primer dan sekunder. Untuk lebih jelasnya berikut 

ini akan di uraikan tentang sumber dan tersebut, yaitu: 

a. Sumber data primer 

          Sumber data primer adalah tidak ada sumber data yang digunakan 

dengan primer secara khusus, dikarenakan semua refrensi yang 

digunakan untuk mengumpulkan data ialah sumber primer. Yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa teks wawancara dan 

diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan 

sampel dalam penelitiannya. Sumber data ini diperoleh dengan cara 

interview (wawancara). 

b. Sumber data Sekunder 

         Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 
14

 Yaitu buku-buku, makalah- 

makalah, majalah, artikel-artikel, internet dan sumber-sumber yang 

berkenaan dengan penelitian ini, hukum Islam, hasil karya ilmiah para 

                                                             
13 Ahmad, Metode Penelitian, 97. 
14 Etta dkk Sangaji Mamang, Metodologi Penelitian (yogyakarta: C.V Andi Ofset, 2010), 48. 



14 

 

 

 

sarjana, hasil- hasil penelitian, 
15

 khususnya berkenaan dengan hukum 

Islam dan anak angkat non muslim. 

3.  Teknik Pegumpulan Data 

     Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu: 

a. Wawancara 

          Data yang dikumpulkan melalui wawancara umumnya data verbal 

yang diperoleh melaui percakapan atau tanya jawab, dengan maksud 

tertentu yaitu pewawancara (interview) sebagai pengacu/pemberi 

pertanyaan dan memberi jawaban (interview). Orang-orang yang 

dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat di 

Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara untuk memperoleh 

informasi mengenai anak angkat yang berbeda keyakinan dengan 

dengan orang tua angkatnya. 

b. Dokumentasi 

         Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa tulisan, gambar. Dokumentasi yang berbentuk gambar 

misalnya foto, sketsa dan lain-lainnya.  

4.  Metode Pengolahan Data  

     Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode 

ilmiah, karena dengan pengolahan data-data tersebut dapat diberi arti dan 

                                                             
15 Nico Ngani, Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum (yogyakarta: Yustisia, 2012), 15. 
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makna yang berguna dalam memecahkan masalah. Adapun metode 

pengolahan data yakni sebagai berikut: 

a. Editing 

          Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah 

dikumpulkan, karena kemugkinan data yang masuk (raw data) atau data 

terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Dengan tujuan untuk 

menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di 

lapangan dan bersifat koreksi. Pada bagian ini, kekurangan data atau 

kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan 

pengumpulan data ulang ataupun dengan interpolasi (penyisipan). 
16

 

b. Penyusunan Sistematis Data 

          Penyusunan sistematis data yaitu menguraikan hasil penelitian 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya menetapkan data menurut 

kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. 

c. Analisis Data  

         Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data ini digunakan karena beberapa alasan. Analisis demikian 

lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat 

keputusan- keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu 

latar lainnya ini dimaksudkan adalah apakah di dalam perbandingan 

tersebut memiliki masalah-masalah lain yang muncul bersamaan 

dengan adanya teori tersebut. Ketiga analisis lebih dapat menemukan 

                                                             
16 Hasan Iqbal M, Pokok- Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2002), 89. 
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pengaruh bersama yang mempertajam hubungan- hubungan, dan 

terakhir analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara 

eksplisit. 
17

 

          Proses ini penulis mencari data-data yang berkenaan dengan hukum 

Islam selanjutnya penulis mencari data-data yang berkenaan dengan 

anak angkat, selanjutnya penulis membandingkan antara kedua data 

yang sudah di dapat serta di analisis secara mendalam oleh penulis. 

Hingga diperoleh kesimpulan dari data yang telah dianalisis. 

5.  Teknik Analisa Data 

     Menyajikan data penyajian data primer dapat dilakukan dalam 

bentuk menjelaskan dan memaparkan masalah yang akan diteliti dalam 

kajian ini masalah yang akan dijabarkan adalah apakah hukum Islam 

bagi anak angkat yang berstatus non muslim. Sedangkan penyajian data 

sekunder dapat dilakukan dengan bentuk teks yang bersifat naratif di 

dalam kajian ini pula akan dijelaskan secara terperinci secara berurutan 

mulai dari penjelasan mengenai anak angkat sampai hukum Islam bagi 

anak angkat bersatus non muslim. Jenis paragraph yang digunakan 

yaitu induktif adalah memiliki ide pokok di akhir dan menyampaikan 

gagasan dari hal yang khusus pada yang umum atau luas.  

I.  Sistematikan Pembahasan 

     Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang 

saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan 

                                                             
17 Moleong Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 5. 
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didahului dengan: halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, 

halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto, halaman 

persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar table, 

halaman daftar gambar dan abstrak. 

    Pada bab pertama atau pendahuluan berisi sub bab: penegasan judul, latar 

masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, 

sistematika pembahasan. 

     Pada bab kedua atau landasan teori memuat uraian tentang pengangkatan 

anak menurut hukum Islam yang terdiri dari beberapa sub judul yaitu: 

pengertian anak angkat, dasar hukum anak angkat, macam-macam anak, 

pengangkatan anak menurut para ulama. Selanjutnya teori tabanni dalam 

proses pengangkatan anak yang terdiri dari: pengertian tabanni, tujuan 

pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, hak anak angkat, 

kedudukan anak angkat, pelaksanaan tabanni dalam fikih. Yang terakhir 

tentang pengangkatan anak menurut perundang-undangan terdiri dari: 

pengertian anak angkat, dasar hukum mengangkat anak, macam-macam anak, 

pengangkatan anak menurut ahli. 

    Pada bab ketiga merupakan deskripsi objek penelitian yang terdiri dari 

gambaran umum kecamatan Kotabumi Ilir yang terdiri dari beberapa sub judul 

yaitu: sejarah singkat Kotabumi Ilir, kondisi geografis dan demografis 

Kotabumi Ilir, keadaan penduduk Kotabumi Ilir, keadaan ekonomi Kotabumi 
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Ilir. Kemudian praktik pengangkatan anak menurut hukum Islam dan 

perundang-undang yang terjadi di Kotabumi Ilir Kabupaten Lampung Utara.  

    Pada bab keempat membahas tentang analisis data yang meliputi: proses 

pengangkatan anak di Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten 

Lampung Utara, tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan terhadap 

pengangkatan anak di Kotabumi Ilir Kabupaten Lampung Utara.  

     Pada bab kelima terakhir yaitu penutup, yang akan dikemukakan beberapa 

kesimpulan dari uraian terdahulu yang disusul dengan rekomendasi yang 

diuraikan dalam skripsi ini dengan harapan agar tulisan ini masih dapat 

dikembangkan dimasa yang akan datang.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Anak Angkat 

     Adopsi dalam bahasa arab disebut tabanni, yang secara etimologis 

adopsi atau pengangkatan anak disebut “tabanni” yang menurut Prof. 

Mahmud Yunus diartikan dengan ―mengambil anak angkat‖. Sedangkan 

dalam Kamus Munjid diartikan dengan “ittikhodzu ibnan” yaitu 

menjadikan sebagai anak. Secara terminologis adopsi menurut Mahmud 

Syalthut mempunyai dua pengertian, yaitu: 

a. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan di didik dengan penuh 

perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua 

angkatnya seperti anaknya sendiri tanpa memberi status anak 

kandung kepadanya, 

b. Mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung 

sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan 

mewarisi harta peninggalannya, dan hak-hak lainnya sebagai 

hubungan anak dengan orang tua.  

     Pada pengertian yang pertama, anak angkat yang di didik dan 

dibesarkan dengan penuh perhatian dan kasih sayang oleh orang tua 

angkatnya hanya diperlakukan seperti anak sendiri, dengan tidak 

memberikan status anak kandung, begitu juga anak angkat tidak dapat 
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saling mewarisi dengan orang tua angkatnya. Adopsi seperti itulah yang 

diatur oleh hukum Islam.  

     Kemudian pada pengertian yang kedua, anak angkat selain di didik 

dan diberi kasih sayang layaknya anak kandung, ia juga diberi status 

anak kandung. Anak angkat dalam pengertian ini juga dapat saling 

mewarisi dengan orang tua angkatnya. Hal ini lah yang dilarang oleh 

Islam. Dengan demikian adopsi dalam pengertian yang kedua ini tidak 

sesuai dengan syari‘at Islam. 

     Dalam hal ini Islam mengambil pengertian yang pertama sebagai 

pengertian adopsi. Karena pengertian yang pertama inilah yang lebih 

sesuai dengan tujuan syari‘at Islam sebab dalam pengertian yang pertama 

memberikan penekanan pada perlakuan sebagai anak dalam segi 

kecintaan, member nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala 

kebutuhan, bukan diperlakukan sebagai abak kandungnya sendiri. 

Sedangkan pada pengertian yang kedua, lebih sesuai dengan adopsi pada 

zaman jahiliyah sebelum Islam datang. 

     Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa pengertian anak angkat 

(adopsi) adalah anak yang diangkat untuk dipelihara, dibiayai 

pendidikannya, dan dipenuhi segala kebutuhannya oleh orang tua angkat. 

Disitu terjadi suatu peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung 

kepada orang tua angkatnya. 
18

 

 

                                                             
18 Aulia, ―Adopsi Menurut Hukum Islam Dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

(Studi Perbandingan Anatar Hukum Islam Dengan Hukum Positif),‖ 12. 
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2. Dasar Hukum Mengangkat Anak 

a.  Menurut Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5: 

                     

                       

                            

                     

                          

                       

                         

             

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati 

dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu 

zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak 

angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu 

hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang 

sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” 

 “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama 

bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika 

kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah 

mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. 

dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, 

tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan 

adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. al-

Ahzab [33]:4-5).  

          Pada surah al-Ahzab ayat 4 tersebut dengan tegas membantah 

anggapan bahwa anak angkat berkedudukan sebagai anak kandung 

dan masuk dalam kelompok kerabat. Akibat anak angkat itu tidak 
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termasuk kerabat orang tua angkatnya, maka mereka tetap dipanggil 

menurut nama orang tua asalnya sebagaimana tersebut dalam ayat 5. 

Dua ayat yang disebutkan diatas tegas sekali menolak anak angkat 

dalam pengertian adopsi yaitu masuknya anak angkat ke dalam 

lingkungan kekerabatan orang tua angkatnya.  

     Berkaitan dengan akibat hukum adopsi setidaknya terdapat dua 

status hukum yang terkait dengan hal ini, yaitu dalam masalah 

kewarisan dan perkawinan. Dalam masalah kewarisan antara orang 

tua angkat dan anak angkat tidak bisa saling mewarisi, sebab ia tetap 

bernasab kepada orang tua kandungnya. Demikian juga masalah 

perkawinan, ia tidak termasuk ayat tahrim, sehingga antara ia dan 

orang tua atau kerabat angkatnya tetap diperbolehkan saling 

menikah, justru larangan menikah berlaku antara ia dengan orang tua 

kandungnya.  

     Dengan demikian dapat diketahui bahwa selama adopsi tidak 

dilakukan secara mutlak dengan segala konsikuensinya dan akibat-

akibat hukumnya, maka upaya pemungutan atau pengangkatan anak 

dengan tujuan untuk mendidik, mengasuh, dan memperlakukan 

seolah-olah ia anak sendiri tetap dibenarkan oleh syariat Islam. 

Bahkan mengingat hubungan yang sudah sangat dekat antara anak 

angkat dengan orang tua yang mengangkatnya, apalagi kalau ia 

masih termasuk keluarga sendiri, serta orang tua angkatnya tidak 

mempunyai keturunan, maka menurut Yusuf al-Qardhawi, orang tua 
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angkat itu boleh menghibahkan atau mewasiatkan hartanya kepada 

anak angkatnya sebelum ia meninggal dunia. 
19

 

b.  Kompilasi Hukum Islam 

     Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang anak 

angkat    adalah antara lain yaitu dalam pasal 171 pada huruf h yang 

menjelaskan bahwa anak angkat merupakan beralihnya tanggung 

jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkat sesuai dengan 

putusan pengadilan. 

     Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan 

kalau memenuhi ketentuan ketentuan sebagai berikut:  

1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang di angkat 

dengan orang tua biologis dan keluarga.  

2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua 

angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua 

kandungnya demikian juga orang tua angkat tidak berhak 

berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.  

3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua 

angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagi tanda 

pengenal/alamat.  

4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam 

perkawinan terhadap anak angkatnya. 

                                                             
19 H.M. Nurul Irfan, Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam (Jakarta: Amzah, 2013), 59. 
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c.  Fatwa Mui 

     Dalam sebuah tulisan berjudul Lembaga Pengangkatan Anak 

dalam Kewenangan Pengadilan Agama disebut bahwa Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) melalui Musyawarah Kerja Nasional yang 

diselenggarakan pada bulan Maret 1984 memfatwakan:  

1) Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir 

dari perkawinan (pernikahan).  

2) Mengangkat anak (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus 

hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandungnya adalah 

bertentangan dengan syari‘at Islam.  

3) Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab 

dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk 

memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh 

kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan terpuji dan 

termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.  

4) Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain 

bertentangan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat 

bangsa. 

     Dari Fatwa MUI di atas penulis menyimpulkan bahwa tujuan 

prinsip samanya agama yang dianut oleh calon anak angkat dengan 

calon orang tua angkatnya adalah semata-mata untuk kebaikan anak 

itu sendiri dan merupakan wujud tanggung jawab sosial agar anak 

tersebut dipelihara, diasuh, dan dididik seperti anak sendiri. Oleh 
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karena itu, penting sifatnya bahwa pengangkatan anak itu harus 

melalui penetapan pengadilan untuk menghindari penyelundupan 

hukum dalam bentuk melegalisasi perdagangan anak, perbudakan 

anak, dan pemaksaan agama terhadap anak.  

     Jika Islam membolehkan lembaga pengangkatan anak, maka akan 

membuka peluang bagi orang mengangkat anak yang berbeda agama 

dengannya, yang mengakibatkan berbaurnya agama dalam suatu 

keluarga. Akibat lain pun akan muncul, seperti larangan agama untuk 

saling mewarisi jika salah satu pihak beragama Islam dan pihak lain 

tidak. Bisa juga terjadi perpindahan agama atau pemaksaan agama 

tertentu secara tidak langsung kepada anak angkat. Hal ini sangat 

dilarang oleh Al-Qur‘an. 

3. Syarat- Syarat Pengangkatan Anak  

          Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan 

apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:   

a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan 

orang tua biologis dan keluarga.  

b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua 

angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, 

demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris 

dari anak angkatnya.   

c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya 

secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal /alamat.   
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d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam 

perkawinan terhadap anak angkatnya.   

         Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa prinsip 

pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan 

anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau 

menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Adapun syarat-

syarat pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah:   

1) Tidak boleh mengambil anak angkat dari yang berbeda agama, 

kecuali ada jaminan bahwa anak angkat tersebut akan bisa 

diIslamkan. 

2) Orang tua yang mengangkat anak harus benar-benar memelihara dan 

mendidik anak yang bersangkutan sesuai dengan ajaran yang benar 

yakni syariat Islam. 

3) Tidak boleh bersikap keras dan kasar terhadap anak angkat. 

4. Macam- Macam Anak 

      Macam-macam anak dalam Islam yaitu: 

a. Anak Kandung 

         Dalam Islam anak adalah anak yang dilahirkan, anak tercipta 

melalui ciptaan Allah dengan perkawinan seorang laki-laki dan 

seorang perempuan sehingga mengakibatkan kelahirannya. 

b. Anak Tiri 

          Yang termasuk anak tiri adalah anak orang lain, seperti seorang 

suami yang menikahi seorang janda yang sudah beranak. Anak dari 
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janda yang kini telah menjadi istrinya itu jelas bukan anak si suami. 

Maka kalau suami itu meninggal dunia, meski orang menyebut anak 

janda itu seolah sebagai anaknya, namum secara hukum syariah, biar 

bagaimana pun anak itu tetap bukan anaknya. Anak itu adalah anak 

dari suami janda itu sebelumnya. Maka kalau suami janda itu yang 

sebelumnya meninggal dunia, anak itu akan mendapat warisan dari 

dirinya. 

c. Anak Susu 

          Anak susuan boleh jadi mahram (tidak batal air sembahyang). 

Contohnya, katalah seseorang wanita ambil anak angkat lelaki, 

seseorang wanita tersebut susukan, jadi anak susuan seseorang wanita 

tersebut menjadi mahram wanita tersebut, dari segi hukumnya, haram 

nikah dengan anak kandung wanita tersebut yang perempuan, dan juga 

wanita tersebut. Kalau seseorang wanita tersebut ambil anak angkat 

perempuan, wanita tersebut susui, anak susuan wanita tersebut haram 

nikah dengan anak-anak kandung wanita tersebut yang lelaki, dan 

haram nikah dengan suami wanita tersebut. 

d. Anak Pungut 

          Ada diantara wanita yang membuang anaknya, karena malu, akibat 

perbuatanya sendiri mengadakan hubungan seks diluar nikah. Bagi 

orang yang menemukannya, wajib memungut (membawa) anak 

tersebut. Apakah anak itu akan dirawatnya (diasuhnya) sendiri atau 

dirawat oleh orang lain. Sekiranya tidak ada yang mampu, karena 
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tidak punya, maka biayanya ditanggung oleh Negara. Ada orang 

member istilah ―Anak Negara‖. 

e. Anak angkat (adopsi) 

          Adopsi mempunyai dua pengertian, ialah: mengambil anak orang 

lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih 

sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya 

sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya; Mengambilan 

anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga ia 

berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta 

peninggalannya, dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan 

orang tua.  

5. Pengangkatan Anak  Dalam Hukum Islam 

     Pengangkatan anak dalam Islam diperbolehkan tapi hanya semata-

mata karena ingin membantu dalam hal mensejahterakan anak tersebut 

dan juga memberikan perlindungan tanpa menjadikannya sebagai anak 

kandung. Hukum melakukan Pengangkatan anak bisa pula menjadi 

sunnah dengan alasan menolong anak yang terlantar atau anak yang 

hidup dalam kemiskinan. Mengangkat anak yatim, anak terlantar adalah 

sangat dianjurkan selama tidak memutuskan hak-hak dengan orang tua 

kandungnya, serta tidak melahirkan hak-hak dengan orang tua angkat 

seperti hak dengan orang tua kandung. Karena pengangkatan anak yang 

mendapatkan hak perwalian dan hak mendapat warisan diharamkan oleh 

syariat Islam. 
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      Dalam pengangkatan anak di singgung juga dalam sebuah tulisan 

berjudul Lembaga Pengangkatan Anak dalam Kewenangan Pengadilan 

Agama yang kami akses dari laman resmi Badan Peradilan Agama 

Kementerian Agama RI (Badilag RI) disebut bahwa Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) melalui Musyawarah Kerja Nasional yang 

diselenggarakan pada bulan Maret 1984 memfatwakan yang salah satu isi 

nya yaitu berbunyi: "Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah 

status nasab dan agamanya". Dari Fatwa MUI di atas dapat kita ketahui 

bahwa tujuan prinsip samanya agama yang dianut oleh calon anak angkat 

dengan calon orang tua angkatnya adalah semata-mata untuk kebaikan 

anak itu sendiri dan merupakan wujud tanggung jawab sosial agar anak 

tersebut dipelihara, diasuh, dan dididik seperti anak sendiri. 
20

  

     Kedudukan anak angkat dalam hukum Islam tidak boleh dinasabkan 

kepada orang tua angkat nya sehingga anak angkat tersebut masih 

dinasabkan kepada orang tua kandung. Dengan seperti itu anak angkat 

tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya.  

B. Pengangkatan Anak Menurut Perundang-Undangan 

1. Pengertian Anak Angkat 

     Pemeliharaan terhadap anak orang lain dalam Perundang-undangan 

disebut dengan pengangkatan anak (adopsi), dari segi etimologi yaitu 

asal usul kata, adopsi berasal dari bahasa Belanda ―adoptie‖. 
21

 Adoption 

                                                             
20 Mahmurodhi, ―Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi 

Hukum Islam Dalam Kewarisan,‖ Hukum Dan Keadilan 8, no. 2 (2021): 190. 
21 R Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 174. 
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(Bahasa Inggris) yang berarti pengangkatan dalam kamus bahasa 

Indonesia adopsi adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak 

sendiri. 
22

 Sehingga sering dikatakan ―Adopstion of a child‖ yang artinya 

pengangkatan atau pemungutan anak. 
23

 

        Prof. R. Soepomo, memberikan pengertian terhadap adopsi, bahwa 

adopsi adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri. Seorang 

sarjana hukum Belanda yang khusus mempelajari tentang adopsi, yaitu 

DR. J.A. Nota, memberi pengertian, bahwa adopsi adalah suatu lembaga 

hukum (een rechsinstelling), melalui mana seseorang berpindah ke dalam 

ikatan keluarga yang lain (baru), dan sedemikian rupa, sehingga 

menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan-hubungan 

hukum yang sama seperti anatara seorang anak yang dilahirkan sah 

dngan orang tuanya. 

      Selain itu banyak juga definisi adopsi atau pengangkatan anak yang 

dikemukakan oleh para ahli hukum, antara lain oleh Subekti, Wirjono 

Prodjodikoro, Ter Haar, M.M. Djojodigoeno dan Tirtawinata. Dari semua 

definisi yang diberikan, dapat di ambil kesimpulan bahwa adopsi atau 

pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi 

kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang 

anak yang sah. 
24

 

                                                             
22 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), 9. 
23 Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah (Berbagai Kasus Yang Dihadapi “Hukum Islam” Masa Kini) 

(Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 90. 
24 Djaja Meliala, S, Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia (Bandung: Tarsito, 2020), 3. 
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     Anak angkat adalah seorang anak dari seorag ibu dan bapak diambil 

oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Sang anak 

bertukar ayah dan ibu berpindah tangan. Anak itu mengambil nama orang 

tua yang baru hingga terputus hubungan dengan ibu bapak aslinya. 

Kemungkinan anak tersebut dihasilkan bukan dari perkawinan resmi 

yang sah namun dia tetap anak orang lain yang berpindah tangan dan 

diambil alih. Pemindahan ini bukan hanya pemindahan hak milik, tetapi 

pemindahan keturunan dengan seluruh konsekuensinya. 
25

 

      Pengertian pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 adalah suatu 

perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan 

kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang 

bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak 

tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Sedangkan 

pengertian orang tua angkat menurut Peraturan Pemerintah tersebut 

adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan 

membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat 

kebiasaan. 

2. Dasar Hukum Mengangkat Anak 

          Pengadilan Negeri ataupun pegadilan Agama dalam menjalankan 

tugas pokok kekuasaan kehakiman menerima, memeriksa dan mengadili 

serta menyelesaikan perkara yang diajukannya antara lain perkara 

                                                             
25 Fuad Mohd Facrudin, Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 

2020), 60. 
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pengesahan atau pengangkatan anak. Dengan demikian ada beberapa 

peraturan hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam 

menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan 

anak, yaitu: 

a. Staatblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur 

masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdata atau 

BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat 

keturunan Tionghoa.  

b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 

tentang pengangkatan anak yang mengatur prosedur hukum 

mengajukan permohonan pengesahan dan atau permohonan 

pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh Pengadilan.   

c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 

tetang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 

Nomor 2 Tahun 1979.   

d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.   

e. BAB VIII, Bagian Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak.   

f. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 

Tentang Pengangkatan Anak, setelah terjadinya bencana alam gempa 

bumi dan gelombang tsunami yang melanda Aceh dan Nias, hal 

tersebut menimbulkan masalah sosial berupa banyaknya anak-anak 



31 

 

 

 

yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan 

asing untuk mengangkatnya seagai anak angkat oleh Lembaga 

Swadaya Masyarakat dan Badan Sosial Keagamaan lainnya yang 

sangat membahayahan akidah agama anak tersebut.   

g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 1989 tentang Peradilan Agama. Pada pasal 

49 huruf a, angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas 

dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di 

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 

penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak 

berdasarkan hukum Islam.  

h. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktek peradilan 

telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau 

menetapkan perkara dalam kasus yang sama dan digunakan sampai 

sekarang.  

i. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak yang berisi tentang beberapa aturan dalam 

pengangkatan anak baik persyaratan maupun macam-macam bentuk 

pengangkatan anak.   

j. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 

37/Huk/2010Tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan 

Anak Pusat. 
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3. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak 

     Menurut peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang 

pelaksanaan pengangkatan anak pada pasal 12 dan pasal 13 menjelaskan 

bahwa: 

     Syarat anak yang akan diangkat, meliputi: 

a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun; 

b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan; 

c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; 

dan 

d. memerlukan perlindungan khusus. 

     Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a      

meliputi: 

a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama; 

b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua 

belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan 

c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan 

khusus. 
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Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat: 

a. sehat jasmani dan rohani; 

b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 

 (lima puluh lima) tahun; 

c. beragama sama dengan agama calon anak angkat; 

d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan 

tindak kejahatan; 

e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun; 

f. tidak merupakan pasangan sejenis; 

g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang 

anak; 

h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; 

i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali 

anak; 

j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah 

demi kepentingan terbaik; 

k. bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; 

l. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat; 

m. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, 

sejak izin pengasuhan 

n. diberikan; dan 

o. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial. 
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4. Macam- Macam Anak 

     Dalam lingkup hukum keluarga, diketahui bahwa terdapat beberapa 

jenis status hukum bagi seorang anak, antara lain yaitu: anak sah, anak 

luar kawin (ALK), dan anak angkat atau adopsi. Ketentuan mengenai 

hukum keluarga ini utamanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Undang-

Undang Perkawinan tidak mengatur secara terperinci mengenai status 

anak dalam perkawinan, demikian juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga tidak 

mengaturnya. Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur tentang 

Anak Sah dan anak luar kawin, sedangkan anak adopsi atau anak angkat 

tidak diatur. Oleh karenanya, jika menyangkut masalah status anak dan 

hak-hak anak, maka peraturan perundangan yang dijadikan rujukan tidak 

hanya mengacu pada Undang-Undang Perkawinan saja, tetapi juga 

peraturan perundang-undangan yang lainnya seperti Unang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-

Undang Sisminduk). 

a.  Anak Sah 

     Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat 

perkawinan yang sah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang 

Perkawinan khususnya Pasal 42. Keturunan yang sah didasarkan atas 

adanya perkawinan yang sah. Status anak sah mendapatkan 
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perlindungan hukum yang lebih jelas dibandingkan dengan status 

anak yang lainnya. 

b.  Anak Luar Kawin 

     Ketentuan tentang anak luar kawin diatur dalam Pasal 43 UUP, 

yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam 

menghadapi persolan tentang status anak, masih diperlukan rujukan 

yang diatur dalam KUH Perdata, dikarenakan penjabaran tentang 

jenis anak luar kawin lebih luas dibanding Undang-Undang 

Perkawinan. Meskipun demikian harus diingat bahwa KUH Perdata 

berlandaskan pada hukum masyarakat Barat. Kategori anak luar 

kawin terdiri dari tiga, yaitu: 

1) Anak luar kawin yang ayah dan ibunya tidak ada larangan untuk 

kawin. Artinya jika nantinya kedua orang tuanya menikah, maka 

anak luar kawin dapat diakui sebagai anak sah dan masuk dalam 

perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jika pun kedua 

orang tuanya tidak menikah, maka si anak tetap dapat diakui 

oleh orang tuanya sebagai anak luar kawin. 

2) Anak sumbang, yaitu anak yang dilahirkan akibat hubungan 

antara dua orang yang terlarang untuk menikah karena masih 

adanya hubungan darah. 

3) Anak Zina, yaitu anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan 

perempuan yang dilarang kawin atau dari laki-laki dan 
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perempuan yang salah satu atau keduanya terikat dengan 

perkawinan dengan pihak lain. Hal ini dikarenakan dipakainya 

asas monogami mutlak dalam KUH Perdata, sehingga mereka 

yang sudah menikah dan memiliki hubungan terlarang dengan 

pasangan lain, maka anak yang lahir dari hubungan tidak sah 

tersebut tidak akan pernah bisa diakui. 

           Undang-Undang Sisminduk lebih memberikan aturan tentang 

bagaimana pelaksanaan pengakuan dan pengesahan anak oleh 

orang tuanya. Di dalam Penjelasan Pasal 49 disebutkan tentang 

anak yang oleh orang tuanya hendak dilakukan pengakuan, 

dimana disebutkan bahwa ―pengakuan anak‖ adalah pengakuan 

seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan 

perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. 

Dengan demikian, untuk dapat memiliki hubungan hukum 

dengan orang tuanya, khususnya ayah kandung, maka terhadap 

anak luar kawin perlu dilakukan tindakan hukum pengakuan 

terlebih dahulu oleh ayah kandungnya.  

            Terminologi pengesahan anak berbeda dengan pengakuan 

anak, meskipun diketahui bahwa anak yang dilakukan 

pengakuan ataupun pengesahan adalah sama anak luar kawin. 

Tindakan pengesahan anak menurut penjelasan Pasal 50 ayat (1) 

Undang-Undang Sisminduk adalah ―pengesahan status seorang 

anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat 
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pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut‖. Dapat 

disimpulkan bahwa pengakuan anak terjadi dikarenakan pada 

akhirnya kedua orang tuanya bukan merupakan pasangan suami-

istri, sedangkan pengesahan anak dapat dilakukan jika laki-laki 

dan perempuan orang tua anak, akhirnya menjadi pasangan 

suami-istri yang sah. Untuk kepentingan status hukum anak 

mereka yang dibawa masuk ke dalam perkawinan yang sah, 

maka diperlukan tindakan hukum pengesahan anak. Hal ini 

mengingat si anak lahir tidak dalam sebuah perkawinan yang 

sah, sehingga dalam akta kelahiran si anak hanya tercantum 

nama ibunya. 

c.  Anak Angkat 

     Mengenai anak angkat tidak diatur dalam Undang-Undang 

Perkawinan maupun KUH Perdata. Ketentuan tentang anak angkat 

dapat dilihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam 

Pasal 1 angka 9 disebutkan pengertian anak angkat yaitu ―anak yang 

haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali 

yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, 

pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan 

orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan 

pengadilan‖. Terhadap anak angkat ini diperlukan tindakan hukum 

pengangkatan anak. Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang 

Sisminduk menyatakan bahwa ―Yang dimaksud dengan 
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―pengangkatan anak‖ adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan 

hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang 

sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, 

pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan 

keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan 

pengadilan‖. 

     Undang-Undang Perlindungan anak membedakan pengertian 

antara anak angkat dan anak asuh. Anak angkat memiliki legitimasi 

yang lebih kuat. Anak asuh dalam pengertian Undang-Undang 

Perlindungan Anak adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau 

lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, 

pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu 

orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara 

wajar. 

      Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan 

kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang 

bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan 

anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya 

berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. 

     Anak angkat ini adanya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 

2002 tentang perlindungan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 

tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Seseorang boleh 

mengangkat anak untuk kepentingan terbaik anak sesuai dengan 
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kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Orang tua angkat juga harus seagama dengan anak angkat. 

Orang asing boleh mengangkat anak, sebagai pilihan terakhir. Anak 

angkat memiliki hak waris atas orang tua asal, karena adanya 

hubungan darah dengan orang tua asal. Selain itu anak angkat juga 

berhak mewarisi harta gono gini orang tua angkatnya seperti halnya 

anak sah. 
26

 

5. Pengangkatan Anak Dalam Perundang-Undangan 

     Pengangkatan anak haruslah bermuara bagi kebahagiaan anak, 

sehingga di dalam Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak 

dinyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk 

kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat 

kebiasaan setempat. Faktor ini yang nantinya dipertimbangkan di 

Pengadilan saat melakukan pengujian bagi calon orang tua angkat yang 

merupakan kelanjutan sebelum dilakukannya pengangkatan anak dengan 

tidak memutuskan hubungan darah si anak angkat dengan orang tua 

kandungnya dan tidak menutup-nutupi identitas orang tua kandung yang 

dimakasudkan agar kedepannya orang tua angkat memberi alasan yang 

sejujur-jujurnya tentang informasi mengenai orang tua kandung dari anak 

angkatnya tersebut. 

     Mengenai akibat hukum setelah dilakukannya pengangkatan anak 

dapat dikatakan sah apabila dilakukan di hadapan pengadilan sebagai 

                                                             
26 Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang (Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, 2005), 5. 
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tahapan terakhir dari proses dilakukannya pengangkatan anak. Penetapan 

dari pengangkatan anak ini berupa pernyataan dari Majelis Hakim yang 

menyatakan bahwa anak yang hendak diangkat tersebut sudah menjadi 

anak angkat dari orang tua yang mengajukan pengangkatan anak 

tersebut. Status sah dari pengadilan bagi anak angkat ini sangatlah 

penting karena putusan dalam pengadilan dianggap sebagai putusan 

deklaratoir yang memiliki arti putusan yang bersifat menyatakan atau 

menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Penetapan 

pengangkatan anak di hadapan pengadilan ini juga mencakup banyak hal 

di antaranya mengenai status hukum dari anak angkat tersebut dalam 

keluarga angkatnya yang memliki kaitan dengan hak waris dari anak 

angkat baik dari sisi hukum adat maupun dari perspekrif peraturan 

perundang-undangan. 
27

 

     Berbeda dengan kedudukan anak dalam hukum Islam dimana seperti 

yang sudah dijelaskan diatas bahwa Islam melarang untuk menasabkan 

anak angkat kepada orang tua angkat, tetapi dalam hukum positif di 

Indonesia anak angkat bisa menjadi anak kandung tetapi harus dengan 

putusan dari pengadilan.  

C. Tabanni Dalam Proses Pengangkatan Anak  

1. Pengertian Tabanni 

          Istilah Tabanni sebenarnya sudah menjadi tradisi dikalangan mayoritas 

masyarakat Arab. hal ini juga pernah dilakukan Nabi SAW terhadap Zaid 

                                                             
27 Ahmad Syafii, ―Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam,‖ 

Hunafa 4, no. 1 (2007): 56. 
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bin Haritsah. Dalam kamus al-Munawwir, istilah tabanni diambil dari kata 

al-Tabanni yang berasal dari bahasa arab ( ّّتبنّيا -يتبنّّ  –تبن ) mempunyai arti 

mengambil, mengangkat anak atau mengadopsi. 
28

 Sedangkan dalam 

Ensiklopedi Hukum Islam, tabanni disebut dengan “adopsi ”yang berarti 

“pengangkatan anak orang lain sebagai anak orang lain. 
29

 

          Secara terminologis, Ahmad al-Ghandur memberikan definisi tabanni 

adalah 
30

 pengambilan anak orang lain oleh seseorang yang diketahui 

nasabnya, kemudian di-nasab-kan sebagai anaknya. 

          Senada dengan apa yang diungkapkan Ahmad al-Ghandur, Muhammad 

Muhyiddîn Abdul Hamid dalam sebuah kitabnya memberikan definisi  
31

 

pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas 

nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. 

           Dalam pengertian lain, tabanni adalah pengambilan anak oleh 

seseorang baik laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan 

seorang anak kepada dirinya, sedangkan anak tersebut mempunyai nasab 

yang jelas. 

          Muhammad Thaha Abul Ela Kalifah dalam bukunya juga 

mendefinisikan al-Tabanni adalah adopsi (tabanni) ialah menasabkan 

seorang anak kepada dirinya, baik laki-laki mapun perempuan dan bukan 

anak kandung. 

                                                             
28 Ahmad Munawwir, Warson, Al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 111. 
29 Adb Dahlan, Aziz, Eksiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 27. 
30 Al- Ghandur, Al-Akhwâl Al-Syakhshiyah Fi Al-Tasyri’ Al-Islami (Beirut: Maktabah al-Falah, 

2006), 583. 
31 Muhammad Hamid, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fi Al-Syariah Al-Islamiyah (Beirut: Maktabah 

ilmiah, 2003), 387. 
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           Pada hakikatnya, definisi di atas terdapat kesamaan dalam memberikan 

pengertian yaitu pengambilan anak oleh seseorang, baik laki-laki maupun 

perempuan terhadap anak (bukan anak kandung) yang diketahui nasabnya, 

kemudian me-nasab-kannya. Dari pengertian ini, dapat diketahui bahwa 

titik temu adalah penasaban anak angkat kepada orang yang 

mengangkatnya. 
32

 

2. Tujuan Pengangkatan Anak 

     Awalnya pengangkatan anak (adopsi) bertujuan melanjutkan dan 

mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak 

mempunyai anak kandung, serta untuk mempertahankan ikatan 

perkawinan sehingga tidak terjadi perceraian. Dalam perkembangan zaman 

dan masyarakat, tujuan adopsi telah berubah menjadi untuk kesejahteraan 

anak. Dalam pengangkatan anak di Indonesia disebabkan antara lain: 

a. Karena tidak mempunyai anak  

b. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orangtua si 

anak tidak mampu memberikan nafkah kepada anak  

c. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak 

mempunyai orangtua (yatim piatu)  

d. Karena hanya mempunyai seorang anak laki-laki, maka diangkatlah 

seorang anak perempuan atau sebaliknya  

e. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak  

f. Untuk dapat mempunyai anak kandung  

                                                             
32 Muhammad Khalifah, Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam (Solo: Tiga Serangkai, 

2007), 694. 
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g. Untuk menambah tenaga dalam keluarga 

h. Karena unsur kepercayaan  

i. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang 

tidak mempunyai anak kandung  

j. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung 

keturunan bagi yang tidak mempunyai anak  

k. Karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus  

l. Adanya hubungan keluarga dan tidak mempunyai anak, maka diminta 

oleh orangtua kandung si anak kepada suatu keluarga untuk dijadikan 

anak angkat  

m. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan  

n. Karena anak terdahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka 

anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk 

di adopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan 

panjang umur. 

     Menurut Hasballah Thaib ada beberapa alasan seseorang untuk 

melakukan pengangkatan anak diantaranya:  

1) Untuk menghilangkan rasa kesunyian diri atau kehidupan keluarga 

dalam suatu rumah tangga yang telah dibina bertahun-tahun tanpa 

kehadiran seorang anak.  

2) Untuk melanjutkan garis keturunan terutama sekali bangsa yang 

menganut sistem pengabdian kepada leluhur (voor ouder verering).  
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3) Karena niat baik untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang 

terlantar, menderita, miskin dan sebagainya. Dalam hal ini dengan 

tidak memutuskan hubungan biologi dengan orang tua kandungnya.  

4) Untuk mencari tenaga kerja atau membantu dalam melaksanakan 

pekerjaan rutin yang bersifat ekstern maupun intern.  

5) Mencapai dan mencari tempat bergantung hidup dihari tua kelak.  

6) Untuk memberikan kepuasan bathiniah bagi keluarga yang sangat 

membutuhkan kehadiran seorang anak dari kehidupan rumah tangga 

dan seluruh keluarganya.  

     Untuk tujuan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang 

belum menikah Sudah dijelaskan dipoint sebelumnya yaitu karena niat 

baik untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang terlantar, menderita, 

miskin dan sebagainya. Dalam hal ini dengan tidak memutuskan hubungan 

biologi dengan orang tua kandungnya. Menurut psikologi perkembangan 

anak ada dua bentuk susunan keluarga yang umum ditemukan, yaitu 

nuclear family (keluarga inti) dan extended family (keluarga besar).  

     Nuclear family atau keluarga inti/keluarga batih dapat diartikan sebagai 

unit rumah tangga yang terdiri dari satu atau dua orang tua dan anak-anak 

mereka, baik anak biologis, anak adopsi, atau anak tiri. Extended family 

atau keluarga besar merupakan jaringan hubungan multigenerasi yang 

terdiri dari kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, dan saudara-saudara yang 

lebih jauh. Dalam proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase 

pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas 
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perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. 

Penggolongan tersebut dibagi ke dalam tiga fase yaitu:  

a) Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai 

dengan 7 tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa 

perkembangan kemampuan mental, perkembangan fungsifungsi 

tubuh, perkembangan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi 

anak-anak, masa kritis (trozalter) pertama dan tumbuhnya seksualitas 

awal pada anak;  

b) Fase kedua adalah dimulainya pada usia 7 sampai dengan 14 tahun 

disebut sebagai masa kanak-kanak. 

c) Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai dengan 21 tahun yang 

dinamakan masa remaja, dalam arti yang sebenarnya yaitu fase 

pubertas dan adolescant, dimana terdapat masa penghubung dan masa 

peralihan dari anak menjadi dewasa.  

3. Hak Anak angkat 

     Hukum yang ditetapkan dalam syariat Islam sehubungan dengan anak 

angkat yang berbeda dengan kebiasaan dijaman Jahiliyah adalah sebagai 

berikut:  

a. Larangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya 

berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 5 yang 

menjelaskan bahwa Allah memerintahkan mengembalikan penisbatan 

mereka kepada ayah mereka yang sebenarnya (ayah kandung).  
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b. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua 

angkatnya, berbeda dengan kebiasaan dijaman Jahiliyah yang 

menganggap anak angkat seperti anak kandung yang berhak 

mendapatkan warisan ketika orang tua angkatnya meninggal dunia. 

c. Anak angkat bukanlah mahram sehingga wajib bagi orang tua angkatnya 

maupun anak-anak kandungnya untuk memakai hijab yang menutupi 

aurat didepan anak angkat tersebut, sebagaimana ketika mereka di 

depan orang lain yang bukan mahram.  

      Majelis Ulama menuangkan pendapatnya tentang anak angkat sebagai 

berikut: (Surat Nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 sya‘ban 1402 H/ 10 

Juni 1982 yang ditandatangani oleh Ketua Umum K.H.M. Syukri Ghazali). 

1) Adopsi yang bertujuan untuk kepentingan anak angkat seperti 

pemeliharaan, pemberian bantuan dan sebagainya oleh agama Islam 

diperbolehkan.  

2) Orang-orang yang beragama Islam hendaknya mengadopsi/ 

mengangkat anak-anak angkat yang beragama Islam, agar terjamin/ 

tetap terpelihara ke-Islamannya.  

3) Pengangkatan anak jangan sampai mengakibatkan hak kekeluargaan 

yang biasa dicapai dengan nasab keturunan, sehngga adopsi tidak 

mengakibatkan hak waris/wali mewakili dan lain sebagainya. Oleh 

karenanya apabila ayah dan ibu angkat akan memberikan sesuatu 

kepada anak angkatnya supaya dilakukan pada waktu masih sama-

sama hidup sebagai hibah biasa.  
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Adapun adopsi dilarang: 

a) Oleh orang-orang yang berbeda agamanya, misalnya orang yang 

beragama Nasrani mengadopsi anak yang bukan beragama Nasrani 

dan kemudian dijadikan pemimpin Agama Nasrani.  

b) Terhadap anak-anak Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika 

atau lain-lainnya yang biasanya berlatar belakang seperti tersebut di 

atas. Oleh karenanya supaya diadakan usaha untuk menutupnya. 

     Menurut Wahbah az-Zuhaili ada lima macam hak anak terhadap orang 

tuanya, yaitu hak nasab, hak radla, hak hadhanah, hak walayah dan hak 

nafkah. Hak-hak tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: pertama, hak 

nasab adalah sebuah pengakuan sya‘ra bagi hubungan seorang anak 

dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut 

menjadi salah seorang anggota keluarga dengan garis mendasar. Kedua, 

hak radla‘ menurut adalah hak anak mendapatkan pelayanan makanan 

pokok dengan jalan menyusu pada ibunya. Ibu bertanggung jawab 

dihadapan Allah tentang hal, baik masih dalam tali perkawinan dengan 

anak si bayi atau sudah di talak dan sudah habis masa iddahnya.  

      Ketiga, hak hadhanah menurut bahasa adalah meletakkan sesuatu dekat 

tulang rusuk seperti mengengdong, atau meletakkan sesuatu dalam 

pangkuan. Menurut fiqh, hadhanah ialah tugas menjaga dan mengasuh 

atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga 

atau mengatur diri sendiri. Keempat, hak walayah yakni untuk 

meyambung dan menyempurnakan pendidikan anak sampai baligh, 
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pemeliharaan harta dan mengatur pembelajaan harta anak kecil dan 

perwalian dalam pernikahan bagi anak perempuan. Kelima, hak nafkah 

yakni pertanggungjawaban orang tua atau kerabat terdekat atas nafkah 

anak.  Pengangkatan anak dalam Islam sama sekali tidak merubah 

hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua 

dan keluarga asalnya.  

     Pangangkatan anak dalam Islam ini tidak merubah status anak angkat 

menjadi anak kandung dan status orang tua angkat menjadi orang tua 

kandung, yang dapat saling mewarisi seperti anak kandung sendiri. Hanya 

saja adanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan, dan 

pendidikan.  

     Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa merawat anak yang terlantar tanpa 

memutuskan nasab orang tua kandungnya merupakan wajib hukumnya 

karena masyarakat bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban 

kifayah, tetapi hukum tersebut bisa berubah menjadi fardlu‘ain apabila 

seseorang menemukan anak terbuang di tempat yang membahayakan 

nyawa anak tersebut, dan anak tersebut akan ditetapkan ke Islamanya 

apabila dia ditemukan di negeri kaum muslimin dan barang siapa yang 

mengakui nasab anak tersebut, baik dia laki-laki maupun perempuan, 

maka anak tersebut dinisbatkan kepadanya, selagai keberadaan anak itu 

memungkinkan karena didalamnya terdapat maslahat anak tersebut tanpa 

merugikan orang lain.  
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     Apabila anak itu diakui lebih dari satu orang maka nasabnya ditetapkan 

bagi orang yang menunjukan bukti atas pengakuanya, apabila mereka 

menunjukan bukti maka anak dihadapkan kepada ahli nasab yang 

mengetahui nasab manusia melalui keserupaan, dan ketika ahli nasab telah 

menetapkan nasabnya maka ketetapan ini diterima apabila dia adalah 

seorang laki-laki yang mukallaf, adil, dan telah terbukti ketetapanya.  

      Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak 

merupakan perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh agama, memungut, 

mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak yang terlantar demi 

kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan nasab 

orang tua kandungnya. Bahkan dalam keadaan tersebut di mana tidak ada 

orang lain yang memeliharanya, maka bagi orang yang mampu secara 

ekonomi dan pisikis yang menemukan anak terlantar tersebut hukumannya 

wajib tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua 

kandungnya dan anak tersebut diambil dan dipelihara seperti anak 

kandungnya sendiri. 

  Sabda Rasulullah Shallallahu ‗alaihi wa salam: 

رُ أبَيِْ  هِ فاَلْْنََّةُ عَلَيْهِ حَراَم  مَنِ ادَّعَى إِلََ غَيِْْ أبَيِْهِ وَهُوَ يَ عْلَمُ أنََّهُ غَي ْ  
 

 “Barangsiapa yang mengakui ayah kepada selain ayahnya, sedangkan 

dia tahu bahwa dia bukan ayahnya, maka Surga diharamkan atasnya. 

(H.R. al-Bukhari dari Sa’ad Radhiyallahu anhu [no. 6766]).” 

 

     Berdasarkan ayat dan hadits-hadits di atas maka hukum adopsi dengan 

menasabkan anak yang diadopsi oleh orang tua angkatnya adalah haram 

dalam Islam. Dan sebenarnya tidak ada hubungan apapun antara anak 
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angkat dengan keluarga angkatnya, dan anak angkat itu harus dikasih tahu 

orang tua kandung yang sebenarnya kalau itu diketahui. Dan berdasarkan 

uraian diatas juga dapat di simpulkan bahwa didalam kompilasi hukum 

Islam pemberian harta warisan kepada anak angkat menggunakan wasiat 

wajibah, didasarkan kepada pertimbangan kemanusiaan ahli waris untuk 

memberikan sebagian harta waris kepada anak angkat, meski secara syar‘i 

hal tersebut termasuk zhanniy al-dilalah. Sehingga anak angkat 

mendapatkan harta warisan sebanyak 1/3 dari harta waris dengan memakai 

wasiat wajibah. 
33

 

4. Pelaksanaan Tabanni Dalam Fikih 

     Pengangkatan anak dalam tradisi masyarakat muslim, berbeda dengan 

tradisi pengangkatan anak dalam masyarakat adat pada umumnya. Tradisi 

pengangkatan anak dalam masyarakat muslim, lebih dominan mendapat 

pengaruh dari Syari‘at Islam, bila dibandingkan dengan pengaruh dari 

hukum adat. Hukum adat bagi masyarakat muslim bersumber pada 

Syari‘at Islam. Adat yang bertentangan dengan Syari‘at Islam adalah 

bukan adat bagi masyarakat muslim. 
34

 Oleh karenanya, bagi masyarakat 

muslim Syari‘at Islam merupakan standar norma yang mengatur seluruh 

prilaku kehidupan termasuk pengangkatan anak. 

       Tradisi mengadopsi anak telah terjadi dari zaman jahiliyah dengan 

istilah at-tabanni di mana seseorang dibolehkan memungut anak orang 

                                                             
33 Erha Saufan Hadana, ―Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,‖ Multidisciplinary 

Islamic Studies 1 (2019): 134. 
34 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh (Jakarta: Pustaka Kautsar, 1996), 27. 
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lain untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri, dan berhak 

dibangsakan namanya kepada orang tua angkatnya, dan berikut berlaku 

hukum saling mewarisi antara anak angkat dan orang tua angkat inilah 

yang diharamkan dalam Islam. 

       Amir Syarifuddin menyatakan bahwa fikih Islam tidak mengenal 

lembaga anak angkat atau dikenal dengan adopsi dalam arti terlepasnya 

anak angkat dari kekerabatan orang tua asalnya dan beralih ke dalam 

kekerabatan orang tua angkatnya. Islam mengakui bahkan menganjurkan 

mengangkat anak orang lain, dalam arti pemeliharaan. 
35

 

      Hal itu pernah terjadi pada diri Nabi Muhammad Saw dengan 

mengadopsi Zaid bin Haritsah seorang hamba sahaya yang dihadiahkan 

oleh istrinya Khadijah kepada Nabi Saw untuk merawatnya. Tindakan 

Nabi Muhammad S.A.W. ini mendapat teguran dari Allah melalui wahyu 

Illahi sebagaimana tertera dalam Al-Qur‘an surah Al-Azhab ayat 4, 5, 

yang diturunkan untuk memperbaiki kesalahan Nabi Muhammad S.A.W. 

dalam mengangkat anak yang disesuaikannya dengan adat dan kebiasaan 

yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab waktu itu. 
36

 Lalu karena 

sayangnya Nabi Saw kepada Zaid, beliau mengangkat Zaid menjadi 

anaknya sendiri, sehingga nama Zaid dipanggil oleh orang banyak menjadi 

Zaid bin Muhammad. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, 

Turmuzi dan Nasai, dari Ibnu Umar radhiallahu‗anhu: Tidaklah kami 

                                                             
35 Mira Amira, ―Anak Adopsi Menurut Islam,‖ blogspot, 2013, 1. 
36 M Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Tiga Sistem Hukum (Jakarta: Akademika 

Pressindo, 1985), 23. 
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memanggil Zaid bin Harisah melainkan dengan panggilan Zaid bin 

Muhammad. 

          Tradisi jahiliyah tersebut tidak dibatalkan dalam Islam secara 

keseluruhan, artinya pengangkatan anak orang lain menjadi seperti anak 

sendiri tetap dianjurkan dalam Islam, akan tetapi hukumnya tidak sama 

dengan hukum adopsi yang berlaku pada masa jahiliyah, antara lain tidak 

boleh dinisbahkan namanya kepada orang tua angkatnya, tidak mewarisi, 

tidak berlaku seperti mahram. 

         Untuk pembatalan kebiasaan jahiliyah tersebut Allah Swt menurunkan 

ayat 4 dan 5 surah al-Ahzab, dan peristiwa itu dikenal dengan peristiwa 

ibthaluttabanni (pembatalan hukum anak angkat), maka pembatalan itu 

direalisasikan oleh Nabi Saw dengan mengawini mantan istri Zaid bin 

Haritsah, yang mana sebelumnya orang beranggapan bahwa istri Zaid bin 

Haritsah yaitu Zainab binti Jahsy adalah menantu Nabi Muhammad 

S.A.W. Dengan kata lain, nikahnya Nabi Saw dengan Zainab binti Jahsy 

pupuslah anggapan orang tentang Zaid sebagai anak kandung Rasul Saw, 

dan mulai saat diturunkan ayat di atas Rasul Saw memanggil Zaid bin 

Harisah dan berkata: Engkau adalah Zaid bin Haritsah bin Syarahil.  

          Perkawinan Rasul Saw dengan Zainab binti Jahsy setelah diceraikan 

oleh Zaid dan habis masa tunggunya (iddah), menjadi dasar hukum dalam 

fikih Islam untuk tidak memberlakukan anak angkat seperti anak kandung, 

dan berlakulah seperti orang lain, namun demikian tidak pula menutup 
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kemungkinan untuk berbuat baik kepada anak angkat, atas prinsip tolong 

menolong, dalam berbuat baik dan ketaqwaan. 

          Secara panjang lebar Allah S.W.T. menjelaskan tentang halalnya 

mengawini bekas istri anak angkat, yaitu ketika Rasulullah S.A.W. ragu 

dan takut bertemu dengan orang banyak ketika akan mengawini Zainab 

binti Jahsy, karena Zainab adalah mantan istri Zaid bin Haritsah, atau 

dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Hal ini sebagaimana difirmakan-Nya 

dalam surah Al-Ahzab ayat 37 sampai 40. 

           Mengangkat anak hukumnya haram apabila, nasabnya dinisbatkan 

kepada orang tua yang mengangkatnya. Sedangkan mengangkat anak, 

apalagi anak yatim, yang tujuannya adalah untuk diasuh dan dididik tanpa 

menasabkan pada dirinya, maka cara tersebut sangat dipuji oleh Allah 

SWT. Hal ini sebagaimana dikatakan sendiri oleh Rasulullah SAW dalam 

hadits riwayat Bukhari, Abu Daud dan Turmudzi: ‗Saya akan bersama 

orang yang menanggung anak yatim, seperti ini, sambil beliau menunjuk 

jari telunjuk dari jari tengah dan ia renggangkan antara keduanya‘. 

          Laqith atau anak yang dipungut di jalanan, sama dengan anak yatim, 

namun Yusuf Qardhawi menyatakan, bahwa anak seperti ini lebih patut 

dinamakan Ibnu Sabil, yang dalam Islam dianjurkan untuk memeliharanya. 

Asy-Syarbashi mengatakan bahwa para fuqaha menetapkan, biaya hidup 

untuk anak pungut diambil dari baitul-mal muslimin. Hal ini sebagaimana 

dikatakan Umar bin Khattab R.A. ketika ada seorang laki-laki yang 
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memungut anak, ‗pengurusannya berada di tanganmu, sedangkan 

kewajiban menafkahinya ada pada kami. 

         Apabila ada anak-anak yang ditinggal mati ayahnya karena peperangan 

atau bencana lain misalnya, seperti peperangan yang terjadi pada masa 

awal-awal Islam, maka agama Islam memberikan jalan keluar yang lain 

dari pengangkatan anak tersebut. Umpamanya dengan jalan menikahi para 

janda yang ditinggal mati suaminya dengan laki-laki lain. Dengan 

demikian anak-anak janda tersebut tidak lagi menjadi terlantar. Status anak 

tersebut bukan anak angkat tetapi anak tiri. Kalau anak tiri tersebut 

perempuan, maka anak tiri itu akan menjadi mahramnya, dalam arti sudah 

haram kawin dengannya kalau sudah ba‘da dukhul dengan ibu anak tirinya 

itu. 

          Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi 

yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh Hukum Barat/Hukum 

Sekuler dan praktek masyarakat jahiliyah, yaitu pengangkatan anak yang 

menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus 

hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak 

waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi 

wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui 

pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk 

memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara dan lain-lain dalam 

konteks beribadah kepada Allah SWT. 
37

 

                                                             
37 Alam and Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, 45. 
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          Fikih Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang 

tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua 

asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan 

hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam 

hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung 

jawab sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka 

konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak 

angkat harus menjaga mahram. Dan karena tidak ada hubungan nasab, 

maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad 

SAW diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak 

angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid 

Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hubungan kasih sayang 

sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya. 
38

 

          Muhammad Ali As-Sabuni dalam Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan 

mengatakan sebagaimana Islam telah membatalkan zihar, demikian pula 

hanya dengan tabanni. Fikih Islam telah mengharamkan tabanni yang 

menisbatkan seorang anak angkat kepada yang bukan bapaknya dan hal itu 

termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan 

kutukan Allah SWT, 
39

 

           Menurut Rasulullah SAW dalam Hadis riwayat Bukhari, ―barang siapa 

yang memanggil (mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seseorang yang 

bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah, para malaikat 

                                                             
38 Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 87. 
39 Alam and Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, 46. 
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dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima 

darinya amalan-amalannya dan kesaksiannya (HR. Muslim)‖. 

          Aspek hukum menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya 

atau yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya untuk 

kemudian dimasukkan ke dalam klan nasab orang tua angkatnya, adalah 

yang paling mendapat kritikan dari Islam, karena sangat bertentangan 

dengan Ajaran Islam.  

           Menurut Muslim, juga oleh Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, 

―Tidak seorangpun yang mengakui (membanggakan diri) kepada bukan 

ayah yang sebenarnya, sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, 

melainkan ia telah kufur. Dan barang siapa bukan dari kalangan kami 

(kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri 

tempatnya dalam api neraka‖. 

          Al-Imam Al-Lausi dalam Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan 

menyatakan bahwahharam hukumnya bagi orang yang dengan sengaja 

menisbahkan anak kepada yang bukan ayahnya, sebagaimana yang terjadi 

dan dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Adapun apabila seseorang 

memanggil anak dengan panggilan anakku ibni   yang menunjukkan kasih 

sayang seseorang kepada anak yang dipanggil tersebut, maka hal tersebut 

tidak diharamkan. 
40

 Unsur kesengajaan menasabkan seseorang kepada 

seorang ayah yang bukan ayahnya padahal ia mengetahui ayahnya yang 

sebenarnya, adalah penyebab haramnya perbuatan tersebut, dan hal 

                                                             
40 Yusuf Al-Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam, Terjemahan Abu Hana Zulkarnain, Ddk 

(Jakarta: Akbar, 2004), 284. 
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demikian itu terjadi dalam lembaga pengangkatan (tabanni) dalam 

pengertian tidak terbatas. 

          Dalam hal seorang anak yang ditemukan (al-laqith) oleh seseorang dan 

orang yang menemukan itu tidak mengetahui siapa ayah dari anak yang 

ditemukan itu, maka orang yang menemukan tersebut dapat mengklaim 

dirinya sebagai ayahnya/orang tuanya sampai benar-benar diketahui ayah 

yang sebenarnya. Mahmud Syaltut menjelaskan tentang kasus anak 

temuan (al-laqith) bahwa para ulama fikih telah sepakat jika ada seorang 

anak yang identitas orang tuanya tidak diketahui, dan anak tersebut 

ditemukan oleh seorang muslim dan diyakini bahwa anak itu adalah 

anaknya bukan anak orang lain dengan ciri yang ada, maka demi menjaga 

kehormatan dan nama baik anak itu di masyarakat dengan adanya orang 

tua yang jelas mengakui itu, maka dapat ditetapkan hubungan nasab anak 

itu dengan seseorang yang mengakuinya dan terjadinya hubungan 

kemahraman dan kewarisan antara keduanya.  

          Jika ternyata setelah lama tidak ada seorangpun mengakui anak 

tersebut, maka ia tetap berada di bawah perlindungan dan perwalian orang 

yang memungutnya dan bertanggung jawab untuk memberikan 

kesejahteraan anak itu, baik lahir maupun batin. Termasuk pendidikan, 

keterampilan agar kelak menjadi anak yang saleh. Untuk mencukupi biaya 

kebutuhan anak tersebut, maka tua tersebut dapat meminta bantuan baitul 

mal. Jika baitul mal tidak ada maka kewajiban bagi seluruh umat Islam 

bergotong royong untuk membantunya. 
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          Ummat Islam wajib mendirikan lembaga dan sarana yang menanggung 

pendidikan dan pengurusan anak yatim. Dalam kitab Ahkam al-Awlad fil 

Islam disebutkan bahwa Syari‘at Islam memuliakan anak pungut dan 

menghitungnya sebagai anak muslim, kecuali di negara non-muslim. Oleh 

karena itu, agar mereka sebagai generasi penerus Islam, keberadaan 

institusi yang mengkhususkan diri mengasuh dan mendidik anak pungut 

merupakan fardhu kifayah.  

          Karena bila pengasuhan mereka jatuh kepada non-muslim, maka jalan 

menuju murtadin lebih besar dan ummat Islam yang tidak mempedulikan 

mereka, sudah pasti akan dimintai pertanggungjawaban Allah SWT. 

Karena anak angkat atau anak pungut tidak dapat saling mewarisi dengan 

orang tua angkatnya, apabila orang tua angkat tidak mempunyai keluarga, 

maka yang dapat dilakukan bila ia berkeinginan memberikan harta kepada 

anak angkat adalah, dapat disalurkan dengan cara hibah ketika dia masih 

hidup, atau dengan jalan wasiat dalam batas sepertiga pusaka sebelum 

yang bersangkutan meninggal dunia. 

          Masyarakat yang beragama muslim melakukan pengangkatan anak 

dalam rangka mewujudkan prinsip ta’awun atau tolong menolong antara 

sesama muslim. Hal ini terbukti dengan penggunaan istilah dalam adat 

dengan ―anak pungut‖ yang mendekati makna kasih sayang, belas kasihan. 

           Dalam masyarakat muslim, pengangkatan anak berjalan seperti biasa, 

dimana anak yang telah dijadikan anak angkat umumnya berpindah tempat 

tinggalnya ke rumah orang tua angkatnya. Biasanya perpindahan tersebut 
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dilakukan melalui prosesi upacara adat yang didahului dengan kenduri 

(hajatan), dimana dalam prosesi tersebut orang-orang yang dituakan 

memberikan nasehat-nasehat sehubungan dengan pengangkatan anak. 

           Prosesi tersebut bukan memutuskan hubungan hukum antara anak 

angkat dengan orang tua kandungnya. Upacara ini semata-mata 

dimaksudkan untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT, agar anak 

angkat dan orang tua angkat dapat menjadi keluarga yang baik dan 

terbangun hubungan harmonis antara mereka seolah-olah antara anak 

dengan orang tua kandungnya. Di samping itu, upacara adat dimaksudkan 

untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah terjadi 

pengangkatan anak. 

           Namun demikian seiring dengan perkembangan aturan hukum tentang 

pengangkatan anak dan pemikiran masyarakat tentang perlunya kepastian 

hukum, maka upacara adat dirasakan tidak cukup, tetapi harus ditambah 

dengan proses hukum yaitu dengan mengajukan permohonan ke 

pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengangkatan anak dari 

pengadilan. 
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